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ABSTRAK
MARSI PARAMATA, H11.17.185 Judul “TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Putusan Nomor: No.1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn-Tmt)”. Dibimbing Oleh: Ibu Sri Rahayu Lestari Pade Dan Bapak Aliyas.
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan sesama jenis terhadap pelaku di Pengadilan Negeri Tilamuta. (2) untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis  di Pengadilan Negeri Tilamuta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1)  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan sesama jenis terhadap pelaku: Pertimbangan Yuridis yang bersifat diantaranya Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan Pertimbangan Sosiologis yaitu pertimbangan fakta dan pertimbangan hakim (2) putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar anak pelaku ditahan dalam LPKA, menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Kata kunci : Tinjauan yuridis, pencabulan sesama jenis


MOTTO
“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan, sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling sempurna”.
(QS. An-Najm 53: 39-41)
“Seluruh bunga dari segenap masa depan terletak dalam benih yang kita tanam di hari ini dan kemarin”.
(Pepatah Cina)
“Kesombongan adalah tanah dimana segala dosa lain tumbuh, dan induk darimana dosa lain dating”.
(William Barclay)
“Membaca menciptakan manusia seutuhnya, konferensi menciptakan manusia siap pakai, dan menulis menciptakan manusia sejati”.
(Francis Bacon)
“Apakah tugas kita? Membuat negeri kita menjadi negeri yang layak untuk tempat tinggal para pahlawan”.
(David Lioyd George)
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HASIL TURNITIN


BAB I
[bookmark: _Toc57275313]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc57275314]Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalahNegarahukum yang berdasarkan PancasiladanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia1945 yang mengatur bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi berdasarkan kemerdekaan. Upaya perdamaian dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[footnoteRef:2] [2: Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Rajawali Pers,Jakarta,hlm.21] 

Sebagai Negara yang menganut nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perlindungan anak.[footnoteRef:3] [3: M.Nasir Djamil, Anak bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika,Jakarta 2013, hlm.27] 

Salah satu tujuan undang-undang ialah mengatur interaksi kehidupan manusia secara damai. Seperti ilmu hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi, jika fungsi hukum lainnya kurang maka digunakan hukum pidana atau disebut sebagai fungsi subsider.
Anak pula berhak buat memperoleh pemeliharaan, kepedulian, efeksi dan didikan untuk ketentraman anak. Anak-anak wajib menerima konservasi spesifik buat kebutuhan materi dan mentalnya. Perlindungan hak anak dala hakikatnya secara eksklusif melibatkan pengaturan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan kejadian di atas dengan ketetapan undang-undang.nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan aturan undang-undang.nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang di tetapkan sama penguasa supaya kewenangan anak bisa dilaksanakan diwilayah Indonesia.
Pelaku tindak pidana pencabulan ini juga beragam jenisnya. Pada umummnya tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya.
Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain.
Secara umum, hukum adalah suatu sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dan mencegah pelecehan atau perselisihan guna membentuk masyarakat atau orang yang tertib dan adil.
Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu hukum juga berlaku untuk semua dan kalangan pemerintahan di suatu Negara. Perlu kita ketahui hukum dalam satu Negara memiliki sifat mengatur dan mengikat tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa para warga Negara bertindak patuh atau tunduk serta melindungi berbagai hak masyarakat.
	Di Indonesia istilah rule of law secara konstitusional diatu dalam UUD 1945, dan penggunaan istilah rule of law berbeda setelah di revisi dan sebelumnya. Sebelum UUD diamandemen, UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dan setelah di amandemen Indonesia adalah Negara hukum.
Walaupun demikian, istilah Negara masih masuk dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Meski ada perbedaan sebelum dan sesudah amandemen pada intinya keduanya memiliki tujuan yang sama, sekalipun Indonesia menjadi Negara hukum.
Negara hukum di Indonesia memilik karakteristik yang independen, artinya independensi ini dapat dilihat dari penerapan konsep atau model Negara hukum yang diaturnya. Konsep yang dianut bangsa Indonesia disesuaikan dengan keadaan saat ini yaitu pancasila. Konsep Negara ketatanegaraan pancasila mengacu pada sistem hukum yang didirikan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai asas, aturan atau norma kehidupan berbangsa, bahasa dan bernegara.
Negara hukum harus didasrkan pada hukum yang baik tanpa diskriminasi. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yang didasarkan pada keinginan rakyat menurut kesadarannya sendiri.


Namun pada kenyataanya pembinaan dan penegakan hukum tidak semudah membaca dan menerima materi atau konsep yang terdapat dalam undang-undangan. Penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan masih jauh dari cukup, namun budaya, moralitas dan agama juga harus diperhatikan. Sistem 


ketatanegaraan Indonesia menganut konsep moralitas dan nilai-nilai budaya sebagai prinsip dasar peradilan sebagai penegakan hukum Indonesia.
Terjadinya kejahatan belakangan ini menjadi hot news di media cetak dan media elektronik, yang sekan-akan membuat headline media-media tersebut semakin berwarna.[footnoteRef:4] [4: Rena Yulia, ViktimologiPerlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.86-87] 

Terkait hal tersebut, masyarakat Indonesia saat ini harus dilindungi dari keselamatan dan keamanan yang nyata dalam kehidupannya, karena setiap orang dapat menjadi sasaran criminal bagi orang dewasa dan anak di bawah umur.
 Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, meski masyarakat dilindungi oleh nilai-nilai adat dan hukum modern, kasus pelecehan seksual terhadap anak terus berkembang hingga saat ini.
 Biasanya tindak pidana asusila dilakukan terhadap korban lawan jenis pelakunya. Namun, berbagai faktor seperti lingkungan dan psikologi pelaku dapat menimbulkan hasrat seksual untuk menuntun hasrat seksualnya.
Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur telah menimbulkan kekhawatiran terutama bagi orang tua terhadap anaknya, selain mengancam keselamatan anak juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan kematangan seksual dini.[footnoteRef:5] [5: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual,2002] 



Sebagaimana kita ketahui anak adalah generasi penerus bangsa, maka dari itu Negara harus memperhatikan perkembangan dan perlakuan terhadap anak sebagai


generasi penerus bangsa, hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Untuk memikul tanggung jawab, anak-anak memiliki kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik.[footnoteRef:6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan anak) diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus  mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Namun, kenyataan bahwa ank-anak kini menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa situasi tersebut lemah. [6: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1695] 

Pasal 1 ayat 1 UU  Nomor 35 Tahun 2014 merupakan amandemen UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak ialah orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[footnoteRef:7] [7: Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 35 Tahun 2 014,pasal 1 angka 1] 

Dengan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana terhadap anak dibawah umur ini belum menunjukan dampak signifikan akan penaggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yang mana hal tersebut tidak berkurang tetapi malah meningkat.
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Hal ini sungguh bertentangan dengan undang-undang yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Meskipun telah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal 



Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”[footnoteRef:8] [8: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)hlmn. 693] 

Terlihat jelas dari pasal di atas bahwa karena dampak dari kejahatan ini sangat besar, maka kejahatan ini tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek fisik dan psikis korban ketika melakukan penilaian, sehingga dapat memberikan korban dan masyarakat  keadilan.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjutnya permasalahan tersebut, dengan judul :“Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 82 Tentang Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak (Putusan Nomor : No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)”.
1.2 [bookmark: _Toc57275315]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan pencabulan sesama jenis? (PutusanNomor :No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)






2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis? (Putusan Nomor : No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
1.3 Tinjauan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan mengenai kecepatan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan sesamajenis terhadap putusan (Putusan Nomor : No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
2. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap putusan (Putusan Nomor : No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
1.4 [bookmark: _Toc57275317]Manfaat  Penelitian
a. Manfaat Teoritis 
1. Sebagai salah satu pedoman untuk mengenai perilaku hukum dari mereka yang memerangi pelecehan anak, hal ini membantu penegakan hukum.
2. Semoga penelitian ini dapat memberikan ide yang berguna untuk penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
1. Untuk masyarakat, penelitian ini membuat masyarakat memahami pentingnya melindungi hak anak.


2. 


3. Bagi instansi terkait, penelitian ini memberikan pemahaman tentang hukum pidana yang berlaku bagi pelaku perbuatan asusila.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang pelaksanaan tindakan hukum terhadap anak dibawah umur





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis
Tinjauan yuridis adalah dapat diartikan sebagai pengumpulan, pemrosesan dan aktivitas data analisa sistem. Meskipun hukum ditentukan oleh hukum atau diharuskan oleh hukum. Kemudian judicial review dapat diartikan sebagai pengumpulan data atau aktivitas secara menyeluruh untuk menyelidiki sesuatu berdasarkan cara yang sistematis dan objektif.
2.2 Tinjauan Umum Implementasi
2.2.1 Pengertian Implementasi
Implementasi ialah aplikasi atau aksi yang dijalankan secara detail sebelumnya.
Berikutnya para pakar mendefinisikan implementasi sebagai berikut: 
1. Profesor Tachjan
Bagi Profesor Tacjhan penafsiran implementasi ialah sebuah aksi ataupun aktivitas yang dicoba setelah mendapatkan kebijakan.
2. Budi Winarno
Bagi Budi Winarno implementasi ialah aksi yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang telah diresmikan.
3. Hanifah Harsono
Bagi Hanifa Harsono implementasi merupakan suatu cara yang bisa melakukan keputusan dari politik hingga administrasi.
[bookmark: _Toc57275318]




2.2.2 [bookmark: _Toc57275323]Tujuan Implementasi
Mengacu pada definisi implementasi yang diuraikan diatas, berikut  adalah beberapa tujuan implementasi:
1. Tujuan primer dari implementasi adalah untuk melaksanakan planning-planning yang sudah atau telah disusun secara matang, baik secara individu juga kelompok.
2. Mampu mereview dan mencatat prosedur dalam rencana atau kebijakan.
3. Mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau strategi yang dirancang.
4. Mampu menetukan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau rencana yang diharapkan.
5. Mampu menentukan tingkat keberhasilan kebijakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas.
2.3 [bookmark: _Toc57275324]Tindak Pidana
2.3.1 [bookmark: _Toc57275325]Pengertian Tindak Pidana


Istilah kriminalitas merupakan terjemahan Strafbaarfeit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang tidak menjelaskan arti sebenarnya dari strafbaarfeit itu sendiri. Proses pidana setara dengan kejahatan dari zona latin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan melawan hukum dapat dihkum karena melanggar hukum pidana. Yang 


dimaksud dengan perilaku criminal adalah perilaku seseorang, termasuk seseorang tidak melakukan sesuatu, berarti dia telah melakukan kejahatan.[footnoteRef:9] [9: Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), h. 47-49.] 

Pengertian tindak pidana menurut ahli hukum :
a. Pompe mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah aturan hukum lengkap tentang tindakan yang dapat dihukum dalam KUHP. 
b. Simons menyatakan Hukum Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan secara hukum dianggap suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari perbuatan terlarang adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, yang pelanggarannya disertai dengan ancaman sanksi berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[footnoteRef:10] [10: Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014 ), hal.37.] 

c. Soedarto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah sistem sanksi negative yang diterapkan, jika saran lain tidak cukup maka hukum pidana dikatakan mereda. 
d. Van Hamel menyatakan bahwa hukum pidana merupakan serangan atau ancaman terhadap hak orang lain.
2.3.2 [bookmark: _Toc57275326]Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari sudut pandang subyektif dan obyektif. Berikut adalah unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana: 



1. 


2. Unsur Subjektif
Unsur subjektif merupakan  unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa An act does not make a person guilty unless the mind is gulty or actusnon facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang disebabkan oleh niat (intention,opzet,dolus) dan kelalaian (negligence or schuld).
a. Kesengajaan atau kelalaian.
b. Sengaja dengan keyakinan tertentu.
c. Keyakinan yang disengaja dengan keyakinan akan kemungkinanan.
d. Rencanakan ke depan, seperti yang tertuang dalam tindak pidana berdasarkan pasal 340 KUHP.
1. Unsur Objektif
Unsur objektif adalah unsure dari luar pelaku. Yang terdiri atas :
a. Sifat melawan hukum
b. Kelalaian adalah tindakan negatif yang dibungkam atau dibiarkan.
c. Akibat perbuatan manusia tersebut, akibatnya membahayakan/merusak bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi undang-undang, misalnya nyawa, badan, kemandirian dan kehormatan atau sebagainya. Tindak pidana dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:


1. 


2. Pengklasifikasian didasarkan pada cara penyusunan ketentuan hukum (Straafbepaling).
Menurut ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a. Tindak pidana materil
Diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu tanpa merumuskan bentuk perbuatannya. Misalnya seperti yang tertuang dalam pasal 187, 338, 378 KUHP.
b. Tindak pidana formil
Diformulasikan sebagai bentuk perbuatan, tanpa menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. 
3. Penggolongan berdasarkan kriteria kualitatif
a. Kejahatan
Tindakan yang bertentangan dengan keadilan meskipun hukum tidak mengancamnya dengan kejahatan. 
b. Pelanggaran
 Suatu perbuatan yang dipersepsikan sebagai tindak pidana karena ada peraturan yang mengaturnya.
4. Klasifikasi berdasarkan kriteria kuantitatif
Klasifikasi tindak pidana yang digunakan di Indonesia. Berdasarkan klasifikasi tersebut terdiri dari :


a. 


b. Kejahatan tercantum dalam buku II KUHP
c. Pelanggaran terdapat dalam buku III KUHP
Dalam putusan pidana, kejahatan dihukum lebih berat dari pada pelanggaran.
5. Klasifikasi berdasarkan tindakan yang dilakukan
a. Delict commisionis
Yaitu delik-delik yang berupa larangan menurut undang-undang.  
b. Delict ommisionis
Yaitu tindak pidana berupa tidak melakukan sesuatu. Delict ommisionis juga diartikan sebagai delik yang berupa rencana melawan kewajiban menurut hukum.
6. Klasifikasi berdasarkan unsur-unsur kesalahan
a. Delik dolus (unsur kesengajaan) yaitu tindak pidana dengan sengaja
b. Delik culpa (unsure kealpaan) yaitu tindak pidana dengan kealpaan
7. Klasifikasi berdasrkan perintah
a. Delik biasa
Yaitu tindak pidana dituntut tanpa pengaduan.
b. Klachdelict (delik aduan)


Yaitu kejahatan dimana penuntut bergantung pada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tindak pidana pengaduan dibagi 


menjadi 2 yaitu delik aduan absolute (absolute klachdelict) dan delik aduan relative (relative klachdelict). Pelanggaran delik aduan absolute adalah pelanggaran dalam kenyataan bahwa pengaduan adalah voorwarde van vervolgbaarheid atau merupakan syarat pelakunya untuk dituntut. Sedangkan yang dimaksud dengan delik aduan relative adalah delik aduan dimana adanya aduan merupakan syarat untuk dapat menggugat pelakunya, yaitu bila ada hubungan antara penanggung jawab dengan dirugikan.
Perihal tujuan perbuatan pidana terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antara lain.
1. Teori absolute atau teori pembalasan
Menurut teori absolute ini setiap kejahatan pasti diikuti oleh kejahatan, tidak mungkin, tawar menawar. Seseorang menjadi criminal karena dia telah melakukan kejahatan. Tidak terlihat konsekuensi apa yang mungkin timbul dari penjatuhan pidana, tidak peduli apakah masyarakat mengalami kerugian, hanya melihat ke masa lalu dan tidak melihat ke masa depan.
2. Teori Relatif


Menurut teori ini, kejahatan yang tidak nyata harus diikuti dengan satu kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan suatu kejahatan tidak cukup tetapi harus dipertanyakan perlunya dan kegunaan suatu 


kejahatan bagi masyarakat atau bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Itu tidak hanya dilihat dari masa lalu tetapi juga di masa depan.
Harus ada tujuan yang lebih dari sekedar memaksakan sebuah kalimat. Dengan demikian teori ini disebut juga teori (doel-theorien).
3. Teori Gabungan
Teori ini adalah perantara dari teori absolute dan relative. Teori ini berdasarkan kejahatan sebagai balas dendam dan menjaga ketertiban dalam masyarakat yang dilaksanakan dengan cara pembinaan dan menitikberatkan pada satu unsure, tanpa menghilangkan unsure lain atau menekankan semua unsure yang ada.
2.3.3 [bookmark: _Toc57275327]Jenis-jenis  Tindak Pidana
Tindak pidana KUHP telah mengelompokan tindak pidana menjadi dua kelompok yaitu pada kitab kedua dan ketiga masing-masing ke dalam kelompok kejahatan dan pelanggaran, selanjutnya pasal-pasal tersebut dikelompokan sesuai dengan sasaran yang ingin dilindungi oleh KUHP terhadap kejahatan ini.
a. Kejahatan dan pelanggaran KUHP 
Kejahatan dimuat di dalam buku kedua dan pelanggaran di buku ketiga, namun tidak ada penjelasan tentang apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran.
b. Delik Formil dan Delik Materil


Tindak pidana formil ialah delik yang telah dianggap selesai dengan perbuatan atau dengan kata lain penekanannya pada perbuatan itu sendiri, perbuatan tidak menjadi masalah, sedangkan akibatnya hanya perbuatan 


yang tidak disengaja. Sedangkan Tindak Pidana Materil adalah penekanan pada konsekuensi yang dilarang, delik tersebut dianggap selesai jika telah terjadi konsekuensi.
c. Delik Dolus dan Culpa
Delik dolus ialah tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan, mungkin dengan kata lain yang mirip dengan apa yang diketahuinya dan sebagainya, delik culpa dalam rumusannya mengandung unsur penghilangan atau karena kelalaiannya.
d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan
Tindak pidana aduan ialah delik yang penuntutan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang mengalami dampak, tindak pidana bukan aduan adalah kasus pidana yang dapat diproses tanpa persetujuan atau laporan pihak yang dirugikan. 
e. Delik Tunggal dan Delik Berganda
Delik tunggal adalah delik yang terjadi dengan satu tindakan. Sedangkan delik berganda adalah delik yang dianggap baru terjadi jika dilakukan berulang kali.
f. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat
Tindak pidana ringan ialah delik yang hasil kerugiannya tidak terlalu besar hingga hukumannya juga terasa ringan,  sedangkan tindak pidana berat adalah delik yang berdampak sangat besar sehingga menimbulkan hukuman yang berat.



g. 


h. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana umum adalah delik yang rumusannya telah diatur dalam KUHP. Sedangkan kejahatan khusus ialah kejahatan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, misalnya korupsi dan pelecehan seksual terhadap anak.
2.3.4 Macam-macam Sanksi Pidana
a. Pidana :
· Pidana Pokok
1. Pidana tutupan
2. Pidana pengawasan
3. Pidana penjara
4. Pidana kerja moral
5. Pidana denda
· Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
3. Pembayaran ganti rugi
4. Pemenuhan kewajiban
5. Pengumuman putusan hakim
· Pidana khusus yaitu pidana mati
· Pidana Mati





Hukuman terberat bersifat penyerangan terhadap hak hidup manusia yang sesungguhnya hak tersebut ada di tangan tuhan.[footnoteRef:11] [11: Adam Charlevi, Pelajaran hukum pidana, Bagian 1,hlm 29] 

Sebab  hukuman  mati menuai protes dari berbagai pihak yang merasa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun banyak yang mendukung hukuman berupa hukuman mati. Perbedaan ini menyebabkan tidak menerapkan pidana mati sebagai sanksi hukum di negaranya. 
Jika dinegara lain satu demi satu hukuman mati dihapuskan, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. 
· Pidana penjara
Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bagi pelaku kejahatan kedalam rumah tahanan. Dengan adanya perampasan kemerdekaan tersebut terpidana tidak leluasa mengulangi perbuatannya. Terpidana diharapkan juga berefleksi demi menyadari perbuatan yang dilakukannya.[footnoteRef:12] [12: Erdianto Effendi, Hukum pidana Indonesia suatu pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm 146s] 

· Pidana kurungan dan kurungan pengganti
Pidana perampasan kebebasan, lebih ringan dari pada pidana penjara. Kurungan tersebut yaitu:


1. Ancaman penjara maksimal satu tahun. Paling lama bisa satu tahun empat bulan hal ini terjadi dikarenakan persetujuan, pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a (pasal 18)


2. Narapidana kurungan berhak memiliki senjata api, artinya memiliki hak atau kesempatan untuk mengontrol makanan dan perlengkapan tidurnya sendiri.
3. Penjahat melakukan pekerjaan wajib orang yang lebih ringan dari penjahat penjara.
4. Hukuman penjara dilakukan di wilayah terpidana sendiri.
· Pidana denda
Hukuman adalah bentuk di mana orang diwajibkan membayar sejumlah uang untuk memulihkan keseimbangan hukum atau menebus dosa-dosa mereka. Jika terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan padanya, maka hukuman penjara akan diganti. Hukuman ini juga disebut penjara alternatif, pidana penjara alternatif paling lama enam bulan, dalam hal ini dengan persetujuan paling lama delapan bulan untuk kasus penggandaan atau penerapan pasal 52 dan 52 a KUHP.[footnoteRef:13] [13: Erdianto effendi, Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar, hlm 149] 

· Pencabutan Hak-hak tertentu


Hukuman lain berupa penghapusan  hak tertentu tidak berarti hak pelanggar telah di hapus. Penghapusan tidak termasuk penghapusan hak untuk hidup, hak sipil dan hak konstitusional. Pencabutan hak tersebut merupakan hukuman di segi kehormatan, diwujudkan 


dengan cara, tidak otomatis, tetapi harus ditentukan oleh keputusan hakim, dan tidak berlangsung seumur hidup, harus sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Keputusan tersebut berlaku bersama, menurut pasal 35 KUHP hak-hak tertentu yang dapat dicabut ialah:
1. Hak untuk memegang posisi umum atau posisi tertentu. 
2. Hak untuk terlibat dalam mata pencaharian tertentu.
3. Hak untuk masuk angkatan bersenjata.
4. Menggunakan hak anak sendiri, menjalankan representasi atau pengampunan. 
5. Hak memilih dan hak memilih dalam pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan umum.
6. Hak untuk menjadi konsultan atau meneger sesuai dengan hukum, hak untuk menjadi wali, pengawas anak selain orang tersebut, atau wali dari pengawas.[footnoteRef:14] [14: Pustaka mahardika, KUHP, hlm 23] 

· Perampasan barang-barang tertentu  
Hukuman tambahan adalah kejahatan kekayaan. Ada dua jenis barang yang bisa disita, yaitu barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana. 
· Pengumuman putusan hakim


Pasal 43 KUHP mengatur bahwa jika hakim memerintahkan penerbitan publikasi sesuai dengan buku undang-undang atau aturan 


umum lainnya, ia juga harus menentukan bagaimana menjalankan perintah biaya terpidana.
2.4 [bookmark: _Toc57275328]Pengertian Anak
Untuk arti anak-anak dapat mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diartikan secara etimologis sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.[footnoteRef:15] [15: W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Balai Pustaka:Amirko,1984),hlmn.25] 

Di Indonesia, definisi anak beragam menurut peraturan perundang-undangan dan definisi ahli. Menurut peraturan perundang-undangan, pengertian anak adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Hukum pidana memang tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian anak, namun dapat ditemukan di pasaal lain pasal 45 dan pasal 72 menggunakan batasan usia maksimal 16 (enam belas) tahun. Pasal ini tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh undang-undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 330 KUHP, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.[footnoteRef:16] [16: Subekti dan Tjitrosudibio,Kitab undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT Pradnya Paramita,2002), hlmn.4] 

c. Anak menurut Hukum Islam
Hukum islam berbeda dalam membatasi anak di bawah umur. Orang yang memenuhi salah satu karakteristik berikut ini dikatakan dewasa.


1. 


2. Berusia 15 (lima belas) tahun;
3. Orang tersebut melepaskan air mani;
4. Telah haid bagi perempuan;
Pembatasannya di dasarkan pada usia, tetapi karena adanya tanda-tanda perubahan fisik maka bermanfaat bagi anak laki-laki dan perempuan. Menurut hukum islam, jika seorang anak dianggap tidak mampu atau belum berakal maka dikatakan anak tersebut tidak memiliki pengalaman atau alasan.
a.   Pengertian Anak Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku
1. Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak ialah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[footnoteRef:17] [17: Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia,2007),hlmn.4] 



2. Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, definisi anak dalam pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa untuk anak yang nakal, anak berumur 8 tahun tetapi di bawah 18 tahun dan tidak pernah menikah. Selain itu, mahkamah konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas usia bagi anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Menurut psikologi anak dan budaya Indonesia, orang di bawah 12 tahun memiliki emosi dan kecerdasan yang relativf stabil. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 


Negara Republik Indonesia Tahun 1945, batasan usia adalah 12 tahun yang menjamin hak anak atas tumbuh kembang dan perlindungan.[footnoteRef:18] [18: Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak] 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak dalam pasal 1 angka 2 yang mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin.[footnoteRef:19] [19: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak] 

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 mengartikan anak sebagai; setiap anak laki-laki yang belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan untuk kepentingannya sendiri.[footnoteRef:20] [20: Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia] 

5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah.[footnoteRef:21] [21: Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak] 



Artikel ini menjelaskan beberapa pengertian tentang pengertian anak yang akan peneliti gunakan didasarkan pada pengertian anak menurut Undang-undang  Perlindungan Anak, yaitu anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak untuk mencapai kehidupan, perkembangan dan partisipasi yang terbaik sesuai 


dengan martabat manusia. Dan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. 
2.4.1 [bookmark: _Toc57275329]Hak-Hak Anak
Secara umum, definisi anak ialah wasiat yang dimiliki oleh seorang anak, dan memiliki kelebihan yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak. Berikut adalah Hak-hak anak yang termuat dalam Declaration On The Right Of The Child
a. Hak dan kesempatan perlindungan khusus yang dijamin oleh hukum.
b. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan.
c. Hak untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
d. Hak khusus untuk anak berkebutuhan khusus.
e. Hak untuk memperoleh kasih saying dan pengertian.
f. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan
g. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
h. Hak atas perlindungan, penganiayaan, kekejaman dan penindasan. 
i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi ras, agama atau lainnya.
2.5 [bookmark: _Toc57275330]Pencabulan
2.5.1 [bookmark: _Toc57275331]Pengertian Pencabulan


Kata sensualitas sering digunakan untuk merujuk pada semacam serangan terhadap kehormatan yang layak. Jika kita mengambil definisi dari  Kejahatan Seksual dan Aspek Forensik Penyakit Menular Seksual adalah semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus merugikan kehormatan yang layak. Perilaku cabul adalah perilaku 


yang melanggar kesopanan atau keji, seperti berciuman, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dll.[footnoteRef:22] [22: R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,, Politeia,Bogor,1944, hal 212. ] 

Hukum pidana tidak termasuk pengertian tentang kata cabul, tetapi dijelaskan dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai berikut: ganas, kotor dan tidak senonoh. (melanggar kesopanan, kesusilaan).
a. Menurut Kamus Besar Indonesia (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan), perilaku cabul adalah akar dari cabul yaitu tidak konsisten, tidak bermoral atau bercabul: perzinahan, melakukan perilaku tidak moral. Mencabul: perzinahan, pemerkosaan prilaku cabul dan asusila, penistaan terhadap kehormatan wanita, film cabul: film porno, keji dan cabul. (melanggar kesusilaan, kesopanan).[footnoteRef:23] [23: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, balai Pustaka,2008,hal. 184] 

b. Menurut R. Soesilo, perilaku cabul adalah perilaku yang melanggar kesusilaan atau perilaku penuh kebencian yang semuanya dalam konteks hasrat seksual, seperti berciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara, dll.[footnoteRef:24] [24: R. Soeilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal, Bogor,Politeia,1996,hal.212] 



c. Pencabulan menurut Moeljatno adalah perilaku tidak etis atau keji yang berkaitan dengan hasrat seksualnya. Pengertian yang dikemukakan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perilaku yang dilakukan seseorang berdasarkan hasrat seksualnya, yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan perilaku tidak etis dan dapat dihukum. Berdasarkan 


uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan perbuatan asusila lainnya, perbuatan asusila merupakan kejahatan yang paling keji, dengan sendirinya pelaku perbuatan asusila harus dihukum lebih tinggi dari perbuatan asusila lainnya.[footnoteRef:25] [25: Moeljatno, kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta,Bumi Aksara,2003,hal.106] 

2.5.2 [bookmark: _Toc57275332]Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
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2.7 Kerangka Pikir
[bookmark: _Hlk61076188] (
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
)


 (
Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 82 Tentang Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak 
(Nomor Putusan: No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
)




 (
Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesame jenis 
(Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
) (
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan sesama jenis terhadap pelaku (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
Pertimbangan Yuridus
-     
Pertimbangan Sosiologis
)







 (
Tercapainya Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anak
)
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2.9 Definisi Operasional
1. Tinjauan yuridis adalah studi yang cermat dan sistematis, pengumpulan data atau penyelidikan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Implementasi adalah aplikasi atau dapat diartikan sebagai pelaksanaan tindakan yang direncanakan.
3. Pencabulan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena hasrat seksual, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya.
4. Pencabulan sesama jenis mengacu pada siapapun yang melakukan perilaku cabul dengan pria sesame jenis yang diketahui atau memiliki alasan untuk mencurigai usiannya di bawah 18 tahun.
5. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasrkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang.
6. Pertimbangan sosiologis merupakan perimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.


[bookmark: _Toc57275335]


BAB III
[bookmark: _Toc57275336]METODE PENELITIAN
4.1 [bookmark: _Toc57275337]Jenis Penelitian
Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif. Metode penelitian jenis ini  biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya di tunjukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
Dalam penelitian ini hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.
4.2 [bookmark: _Toc57275338]Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan oleh anak (Putusan Nomor: No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
4.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian studi kepustakaan,literature,jurnal,dan dokumen dari instansi terkait.
4.4 [bookmark: _Toc57275341]Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap objek yang diteliti seperti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt tentang pencabulan sesama jenis oleh anak.
4.5 [bookmark: _Toc57275342]Teknik Analisa Data
Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analii data, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, asalkan itu nyata.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Dibawah Umur. (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
Hakim yang menangani kasus pidana harus bertanggung jawab dan adil dalam memutuskan suatu kasus. Hakim pertama akan mempertimbangkan  syarat yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku kejahatan.
1. Pertimbangan yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim faktor-faktor yang diungkapkan dalam persidangan dan hukum telah ditentukan sebagai hal-hal yang harus dimasukkan dalam putusan. [footnoteRef:26] [26:  Marina,2011 ,hukum penitensier,Bandung Refika Aditama,Hal 147] 

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:
1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyelidikan, dan merupakan dasar bagi hakim persidangan dimuka pengadilan. Dakwaan adalah dasar hukum untuk prosedur pidana karena didasarkan pada persidangan yang dilaksanakan (Pasal 79 ayat (1) dan pasal 81 ayat (1) atau pasal 82 ayat (1) KUHP. Dalam menyiapkan dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kondisi formal dan materil. Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga berisi uraian tentang kejahatan dan waktu dia melakukan kejahatan dan memuat pasal yang dilarang dilaksanakan (Pasal 79 ayat (1) dan pasal 81 ayat (1) atau pasal 82 ayat (1) KUHP. Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pengatahuan yang dapat disusun sendiri, kumulatif, alternatif atau di subsider.[footnoteRef:27] [27:  Rusli Muhammad,2006,potret lembaga pengadilan Indonesia,Jakarta,Raja Grafindo] 

2. Tuntutan Pidana
Penuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis dan beratnya tindak pidana atau jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, menjelaskan karena telah terbukti telah melakukan kejahatan dimana jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana diatas.[footnoteRef:28] [28:  Nikolas Simanjuntak,2009,Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum,Jakarta Ghalia,Hal 142] 

3. Keterangan Saksi 
Pernyataan saksi adalah salah satu bukti dalam kasus pidana yang merupakan pernyataan dari saksi tentang peristiwa kriminal yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. Kesaksian saksi adalah bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a. semua informasi tentang peristiwa criminal yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dia alami sendiri, dan harus diserahkan ke Pengadilan dengan mengambil sumpah. Kesaksian saksi disampaikan sebelum persidangan yang merupakan hasil pemikiran atau fiksin yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. Jenis kesaksian dalam hukum acara pidana ini disebut sebagai kesaksian de auditu.
4. Keterangan Terdakwa
Berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf e, pernyataan terdakwa diklasifikasikan sebagai bukti. Pernyataan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di pengadilan tentang tindakan yang dia lakukan atau dia tahu atau alami sendiri, ini diatur dalam pasal 189 KUHP. Dalam praktiknya, pernyataan terdakwa seringkali diungkapkan dalam bentuk pengakuan dan penolakan.
5. Barang-Barang Bukti
Bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan atau barang sebagai akibat dari tindak pidana.
2. Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis)
Selain pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan sosial. Pertimbangan sosial yang dimaksud di sini termasuk pertimbangan etika,moral dan norma dalam masyarakat.
Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus pencabulan sesame jenis oleh anak (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt) sebagai berikut:
A. Pertimbangan fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan pencabulan sesama jenis:
Majelis hakim pengadilan negeri tilamuta yang memeriksa dan mengadili nomor putusan : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt). Setelah mendengar keterangan para saksi, pernyataan terdakwa dan bukti lainnya kemudian mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 13 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam januari 2020, setidak-tidaknya pada suatu dalam tahun 2020, bertempat di kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta.
2. Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri yang bernama ADRIAN PUTRA LABASO Alias RIAN.
3. Bahwa benar terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban.
4.  Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tentang luka robek di dubur, memar di punggung dan luka gores dibagian amandel sebelah kanan. Memar di punggung bukan disebabkan karena kekerasan.
5. Bahwa dari fakta majelis hakim berpendapat bahwa, keterangan saksi, keterangan ahli serta alat bukti lain dipersidangan terdapat kehendak atau kesengajaan pelaku.
6. Bahwa dari keadaan yang dialami korban dan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim berkeyakinan bhwa pelaku hanya ingin bermain dengan si korban.
7. Bahwa keterangan saksi Bahwa Saksi I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak kepada anaknya yaitu Anak Korban.Saksi II menerangkan kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar tempat tinggal Anak yang beralamat di Kabupaten Boalemo.
Hakim pengadilan negeri tilamuta memberikan dan menuntut nomor kasus 1/Pid.Sus-Anak/2020.PN-Tmt. Setelah mendengar keterangan para saksi pernyataan terdakwa dan bukti lain kemudian memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sejak kecil Anak hidup dan tinggal bersama neneknya.
2. Bahwa pada waktu kejadian saat pelaku sudah pulang sekolah dan tiba di rumah, pelaku melihat sudah ada Anak Korban dan Anak Saksi III berada di dalam kamar Pelaku sedang bermain handphone dan menonton video porno.
3. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar tempat tinggal Pelaku.
4. Bahwa pelaku dan korban sedang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, kemudian Anak Saksi III bertanya kepada apelaku apakah akan melakukan hal tersebut juga dan Pelaku pun menuruti yang dikatakannya untuk menghisap kemaluan Korban.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76-E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2.  Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Unsur “Setiap Orang”
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjukan kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbutannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke depan persidangan adalah Anak dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 
Menimbang, bahwa Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun lebih, untuk itu Anak dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, dimana perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan atau lebih terbukti secara bersamaan; Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
Menimbang, bahwa telah diketahui fakta dipersidangan bahwa umur Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun yang artinya dalam hal ini Anak Korban masih tergolong anak-anak; Menimbang, bahwa definisi cabul berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan/kesusilaan) sedangakan yang dimaksud dengan pencabulan adalah proses, cara perbuatan cabul atau mencabuli;
Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada seseorang, agar orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di dalam kamar tempat Anak tinggal yang beralamat di Kabupaten Boalemo awalnya Anak Korban diajak Anak untuk masuk ke dalam kamarnya yang di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Saksi III kemudian diajak untuk menonton film porno melalui handphone milik Anak. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Anak langsung membuka celana Anak Korban dan mengeluarkan kemaluan Anak kemudian memasukan kemaluan Anak ke dalam mulut Anak Korban serta menyuruh anak korban untuk menghisapnya. Setelah menghisap kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam pantat (dubur) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Kemudian dilanjutkan dengan Anak Saksi III dengan melakukan hal yang sama dengan Anak. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban diberi biscuit dan uang oleh Anak Saksi III sebanyak Rp4.000.00,- (empat ribu rupiah) agar supaya Anak Korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun dan Anak Korban juga diancam oleh Anak dan Anak Saksi III jika menceritakan hal ini akan dipukul; 
Menimbang, bahwa saat kejadian itu kakak Anak Korban yang bernama Anak Saksi II datang untuk menjemput Anak Korban di rumah Anak dan melihat Anak Korban menangis kemudian langsung dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian pantat (dubur). Setelah dibujuk oleh Ibunya, Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Bahwa kemudian Ibunya membawa Anak Korban ke Kepolisian Resor Boalemo untuk melaporkan kejadian ini dan kemudian dibawa kerumah sakit untuk diperiksa dilakukan visum; Menimbang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/06/RSTN/VISUM/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 atas nama Anak Korbanyang ditanda tangani oleh dr. Rastina dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada arah jam dua belas lubang pantat ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter koma jarak nol koma lima centimeter dari lubang pantat, tidak ditemukan cairan semen atau sperma, Luka gores pada bagian amandel kanan sepanjang nol koma lima centimeter;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang menyadari, menghendaki dan mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, maka perbuatan Anak telah dilakukan dengan sengaja; 
Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak yang langsung membuka celana Anak Korban ketika Anak Korban menolak menghisap kemaluan Anak sedangkan dalam keadaan tersebut Anak Korban tidak berdaya dan merasa takut akan dipukul, sehingga perbuatan Anak secara memaksa melakukan perbuatan cabul telah terbukti; Menimbang, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Anak masih bersekolah dan akan menempuh ujian akhir, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada amar putusan; Menimbang, bahwa korbannya adalah masih dalam kategori anak maka peraturan yang berlaku adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak berumur 14 (empat belas) tahun dan didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76-E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk yang melakukan tindak pidana tersebut orang dewasa;
Menimbang bahwa dengan memperhatikan penjelasan umum Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan social anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak Korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama; 
Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak artinya Pemerintah telah menggolongkan pidana yang dilakukan adalah termasuk Pidana Berat sehingga untuk Anak berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka diterapkan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak merupakan perbuatan kriminal yang meresahkan masyarakat dan dikarenakan latar belakang Anak yang selama ini hidup dengan neneknya dan sudah tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan Pendidikan Moral dari orang tuanya sehingga dia melakukan perbuatan pidana tersebut maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadapnya dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pendidikan hukum terhadap Anak (law education) supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan karena sudah ada jaminan dari orang tua/ibu kandung Anak bahwa Anak tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya.


MENGADILI:
1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dan tindakan berupa mengikuti Pelatihan Kerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ummu Syahidah Gorontalo selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bergaris hitam;
· 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna kuning bergambar pokemon; Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).
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4.1.2. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Sejenis. (Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmt)
1. Posisi Kasus
Bahwa anak korban menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di dalam kamar tempat Anak tinggal yang beralamat Kabupaten Boalemo Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban; - Bahwa awalnya anak korban diajak Anak untuk masuk ke dalam kamarnya yang di dalam kamar tersebut sudah ada Anak Saksi III kemudian diajak untuk menonton film porno melalui handphone milik Anak. Setelah itu, Anak langsung membuka celana Anak Korban dan mengeluarkan kemaluan Anak kemudian memasukan kemaluan Anak ke dalam mulut Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk menghisapnya. Anak mengatakan kepada Anak Korban “hisap hutu saya, KF hisap hutu saya!” (hisap kemaluan saya, KF hisap kemaluan saya!) dengan memaksa Anak Korban, lalu Anak Korban menghisap kemaluan Anak untuk waktu yang lama.
Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaiman diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 06 / RSUDTN / VISUM / I / 2020, Tanggal 13 Januari 2020. Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta dr. Rastina, dengan hasil pemeriksaan :
1. Luka robek pada arah jam dua belas lubang pantat ukuran satu koma nol koma lima kali nol koma lima centimeter koma jarak nol koma lima centimeter dari lubang pantat titik;
2. Tidak ditemukan cairan semen atau sperma titik; 
3. Luka gores pada bagian amandel kanan sepanjang nol koma lima centimeter titik. 
Kesimpulan: Ditemukan luka robek pada arah jam dua belas lubang pantat ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter koma jarak nol koma lima centimeter dari lubang pantat koma luka gores pada bagian amandel kanan, sepanjang nol koma lima centimeter titik.
2. Dakwaan penuntut umum
Bahwa ia Anak pada hari Senin, 13 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2020, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kab. Boalemo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya ketika yang pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun atau setidak-tidaknya masih berusia 18 tahun.
Awalnya ketika Anak Korban diajak nonton film porno melalui handphone dari Anak setelah itu Anak pun langsung membuka celana Anak Korban kemudian Anak mengeluarkan kemaluan Anak namun tidak mengeluarkan celana Anak lalu memasukan kemaluan Anak kedalam mulut Anak Korban serta menyuruh Anak Korban dengan paksaan untuk menghisap alat kelamin Anak dan setelah Anak Korban hisap, kemaluan Anak kemudian Anak keluarkan alat kelamin Anak dari mulut Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam pantat (dubur) Anak kurang lebih 2 (dua) menit lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak setelah itu Anak mengancam Anak Korban akan di pukul oleh Anak jika Anak Korban menceritakan kepada orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban pun langsung pulang ke rumah setelah sampai di rumah Anak Korban merasa perih dan sakit di bagian pantat (Dubur) kemudian ibu Anak Korban menanyakan kenapa Anak Korban merasa sakit dan perih di bagian pantat (Dubur) Anak Korban dan Anak Korban pun menceritakan kepada ibu Anak Korban dan setelah itu ibu Anak Korban membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 06 / RSUDTN / VISUM / I / 2020, Tanggal 13 Januari 2020. Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta dr. Rastina, dengan hasil pemeriksaan :
5. Luka robek pada arah jam dua belas lubang pantat ukuran satu koma nol koma lima kali nol koma lima centimeter koma jarak nol koma lima centimeter dari lubang pantat titik; 
6. Tidak ditemukan cairan semen atau sperma titik; 
7. Luka gores pada bagian amandel kanan sepanjang nol koma lima centimeter titik.
8. Tuntutan penuntut umum
1. Menyatakan pelaku terukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” 
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di dalam tahanan LPKA dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Anak Pelaku ditahan dalam LPKA; 
3. Menyatakan barang bukti berupa:
· 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bergaris hitam; 
· 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna kuning bergambar pokemon di kembalikan kepada anak korban;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Analisis penulis
Berbagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada No.1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn-Tmt. Berdasarkan  hasil  penelitian maka penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim sudah mempertimbangkan eberapa hal.  Diantaranya pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.
	Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan barang bukti. pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsure-unsur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan oleh fakta. Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan saksi pidana dan didalam putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusan.
Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Selain itu, penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Tmtsudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan baik korban maupun keluarga korban. Seperti trauma dan rasa malu yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan yaitu hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengar saksi-saksi.
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BAB V
PENUTUP
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn-Tmt tentang tindak pidana pencabulan sesame jenis terhadap anak dibawah umur, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan pidan terhadap terdakwa telah sesuai. Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana di atur dalam  dan diancam dengan pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU No 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menurut analisis penulis, keputusan hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam menjatuhkan putusan 3 bulan penjara kurang tepat tetapi dengan melihat kondisi pelaku masih di bawah umur jadi dituntut dengan 3 bulan penjara. Hal ini untuk membuat terdakwa benar-benar jera serta untuk memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.
5.2. Saran
Penulis memberikan beberapa saran demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan bebas dari tekanan rasa takut akibat kejahatan. Antara lain:
1. Penulis menyrankan agar setiap pelaku kejahatan kesusilaan dimananpun berada pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur agar kiranya ditindak secara tegas dan dipidana sesuai dengan aturan hukum.
2. Dalam menjatuhkan putusan hakim seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami korban agal dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
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